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Tesisini membahas tentang putusan Mahkamah Agung No.41P/HUM/2009 tentang uji materiil Peraturan
Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor khususnya Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang mana
sebagian pihak merasa dirugikan dengan adanya Perda tersebut oleh karenanya pihak yang merasa telah
dirugikan mengajuakan Judicial Review ke Mahkamah Agung. Oleh karenaitu timbul permasalahan apakah
pembentukan Perda tersebut telah sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan
kemudian selain itu menginai permohonan hak uji yang di gjukan oleh pemohon ditolak Mahkamah Agung
dengan alasan telah melewati batas waktu pengajuan permohonan, namun dengan terbitnya Perma Nomor 1
Tahun 2011 yang mencabut ketentuan mengenai batasan waktu pengajuan hak uji apakah permohonan
tersebut dapat digjukan lagi mengingat adanya asas Nebis In Idem. Maka dari itu Peraturan Daerah yang
bertentangan tersebut dianggap merugikan sebagian pihak khususnya pengusaha pemilik atau pengguna jasa
Alat-alat Berat dan Besar sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau ulang dengan mengajukan uji
materiil (judicia review) ke Mahkamah Agung karena telah lewat tenggat waktu pengajuan Hak Uji

Materiil hal ini juga menjadikan hambatan pihak yang merasa dirugikan karena suatu peraturan perundang-
undangan ataupun peraturan daerah yang asas, materi muatannyatidak sesuai dengan tata cara pembentukan
peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dilihat dari hal
tersebut seharusnya Pemerintah Daerah khususnya dalam membentuk dan/atau membuat suatu peraturan
daerah baiknya di sounding agar terhindar dari konflik yang mungkin akan timbul, disosialisasikan agar
masyarakat tahu serta harus diberitahukan ke Kementrian Hukum dan Hak Asas Manusia Republik
Indonesia dan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Mahakamh Agung juga baiknya memberikan
kejelasan jangan hanya karena melewati batas waktu permohonan langsung ditolak tanpa melihat dahaulu
dampak yang timbul dari peraturan tersebut.

This thesis discusses the Supreme Court ruling on judicial No.41P/HUM/2009 Regulation on Motor Vehicle
Tax in particular Heavy Equipment and Large Equipment which is where most parties feel aggrieved by any
local regulation therefore those who felt he had aggrieved filed ajudicial review to the Supreme Court.
Therefore raised the question of whether the formation of the regulation in accordance with the procedures
for the establishment of legislation later than that of the right to request that the proposed test by the
Supreme Court rejected the applicant with the reasons aready passed the deadline for applications, but with
the publication of Supreme Court Regulation No. 1 In 2011, striking down the provisions regarding the
filing time limit test whether the application can be filed again in light of the principle Nebis In Idem. Thus
the local regulation to the contrary shall be deemed detrimental to some people especially businessmen
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owners or users of services of Heavy Equipment and Large so that local regulation is necessary to review by
filing ajudicial (Judicial Review) to the Supreme Court because the filing deadline has passed judicial
review it also makes the barriers those who feel aggrieved because of alegidlation or regulations that
principle, materials charges do not correspond to the establishment of procedures for legislation and
regulations conflict with the higher, it should be seen from the local government, especially in established
and/or local regulations make a sounding good in order to avoid conflicts that may arise, that they should
know and the public should be notified to the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of
Indonesia and the Ministry of Interior of the Republic of Indonesia. The Supreme Court also made it clear
not only a good idea because the application deadline passes immediately rejected without notice before the
effects of the regulation.



